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ARTIKEL ABSTRAK

Kebijakan yang inklusif dalam perspektif demokrasi merupakan isu yang
Article History: mendapat perhatian penting dari berbagai ilmuwan kebijakan public Secara
Dikirim: spesifik, salah satu forum keterlibatan dari pemangku kepentingan tersebut di
07-11-2023 Indonesia  disebut dengan Musyawarah Rencana  Pembangunan
Diterbitkan Online: (Musrenbang). Musrenbang merupakan langkah awal penyusunan Rencana
01-12-2024 Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tujuan utama dari musrenbang ini
adalah untuk menampung dan memprioritaskan kegiatan berdasarkan
kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah. Namun begitu,
Kata Kunci: prakteknya Musrenbang seringkali hanya bersifat prosedural. Padahal
Stakeholder, RPIJMD, keterlibatan para pemangku kepentingan yang luas dapat meningkatkan
Musrenbang keberhasilan dari program-program pemerintah, selain juga lebih tepat
sasaran (Bima, Sujendra. 2016). Penelitian ini merupakan studi kasus
dokumentasi yang bertujuan untuk mengetahui keterlibatan Stakeholder dan
kendala dalam penyusunan RPJMD. Hasil dari penelitian ini adalah
Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan upaya-upaya yang positif
untuk melibatkan stakeholder dalam proses formulasi kebijakan dan
perencanaan pembangunan. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk
melibatkan stakeholder, masih terdapat kendala terkait dengan Kketerlibatan
aktif dari berbagai pihak. Kurangnya pemahaman dan antusiasme terhadap
pembangunan daerah menjadi salah satu faktor penghambat dalam partisipasi
aktif stakeholder. Mengetahui kendala yang dihadapi pada keterlibatan
stakeholder dalam RPMJD untuk memenuhi aspirasi pada program yang akan
dilaksanakan secara maksimal. Pentingnya memperkuat kapasitas
stakeholder terkait perencanaan agar mereka memiliki pemahaman yang lebih
mendalam tentang isu-isu pembangunan dan proses perencanaan. Dengan
memperkuat keterlibatan dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder,
diharapkan rencana pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dapat lebih
responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan
yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.

ABSTRACT
Inclusive policies from a democratic perspective is an issue that has received
Keywords: important attention from various public policy scientists. Specifically, one of
Stakeholders, RPIMD, the stakeholder engagement forums in Indonesia is called the Development
Development Planning Planning Conference (Musrenbang). Musrenbang is the first step in
Meetings preparing the Regional Medium Term Development Plan. The main objective
of this musrenbang is to accommodate and prioritize activities based on
Corresponding Author: community needs obtained from deliberations. However, in practice
cicipermatam00@gmail.com  Musrenbang is often only procedural in nature. In fact, broad stakeholder
involvement can increase the success of government programs, as well as
being more targeted (Bima, Sujendra. 2016). This research is a documented
case study which aims to determine stakeholder involvement and obstacles in
preparing the RPJMD. The results of this research are that Padang Pariaman
Regency has made positive efforts to involve stakeholders in the process of
policy formulation and development planning. Even though various efforts
have been made to involve stakeholders, there are still obstacles related to
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the active involvement of various parties. Lack of understanding and
enthusiasm for regional development is one of the inhibiting factors in active
stakeholder participation. Knowing the obstacles faced in stakeholder
involvement in the RPMJD to fulfill the aspirations of the program to be
implemented optimally. It is important to strengthen the capacity of
stakeholders regarding planning so that they have a deeper understanding of
development issues and the planning process. By strengthening involvement
and collaboration with various stakeholders, it is hoped that the Padang
Pariaman Regency development plan can be more responsive to community
needs and support sustainable development and have a positive impact on all

levels of society.
DOI:

https://doi.org/10.24036/publicness.v3i4.158

PENDAHULUAN

Terkait dalam  penysunan  RPJMD
Kabupaten Padang Pariaman masih belum
optimal dalam melibatkan stakeholder pada
kegiatanMusrembang harus memiliki jaminan
proses dan forum yang terbuka dan efektif bagi
pemangku kepentingan. Hal ini juga harus
menjadi perhatian utama pemerintah daerah
untuk melibatkan seluruh stakeholder agar
semua dapat merasakan manfaathnya dan
memberikan hak untuk berpartisipasi dalam
penyusunan RPIJMD. Musrenbang merupakan
langkah awal penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Tujuan utama dari musrenbang ini adalah untuk
menampung dan memprioritaskan kegiatan
berdasarkan  kebutuhan masyarakat yang
diperoleh dari musyawarah.

Keterlibatan stakeholder yang rendah dan
kurangnya realisasi usulan masyarakat dalam
suatu program atau kebijakan bisa dipengaruhi
oleh berbagai faktor. Beberapa faktor yang
mungkin memengaruhi situasi ini meliputi:

a) Komunikasi yang Kurang Efektif;

b) Kurangnya Keterlibatan Awal;

¢) Ketidakjelasan Peran Stakeholder;

d) Kurangnya Sumber Daya;

e) Ketidakpastian Hukum dan Regulasi.

Keterlibatan stakeholder merupakan suatu
keharusan dalam proses pencapaian
pemerintahan yang demokratis dan harus
dilakukan pada saat merancang program
kebijakan ~ agar  pelaksanaan  program
pembangunan dapat berjalan secara efektif.
Keterlibatan ~ Stakeholder dalam  konteks
pemerintah daerah berarti para pemangku
kepentingan, yaitu pemerintah daerah, swasta,
masyarakat, maupun media yang bekerja sama
untuk memajukan hak-hak dasar masyarakat
yang terkait erat dengan kebutuhan publik.

Oleh sebab itu dengan adanya keterlibatan
stakeholder, pada penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIJMD) pada pembangunan yang dilakukan
oleh pemerintah diharapkan dapat memenuhi
keinginan dan kebutuhan dari masyarakat,
melihat peran masyarakat sangat penting dalam
musyawarah rencana pembangunan
(Musrembang). Maka harus melibatkan para
stakeholder mulai dari tahapan proses,
penentuan, serta pelaksanaan secara Bersama.

Pernyataan tersebut mengacu pada definisi
stakeholder yang diberikan oleh Nugroho
(2015). Menurut definisi tersebut, stakeholder
adalah individu, kelompok, atau organisasi
yang memiliki minat, keterlibatan, atau dampak
(baik positif maupun negatif) terhadap suatu
kegiatan atau  program  pembangunan.
Pembangunan pada dasarnya melibatkan
berbagai pemangku kepentingan, terutama
pemerintah dan masyarakat. Setiap pemangku
kepentingan memiliki peran dan fungsi yang
berbeda, dan untuk berhasil melaksanakan
pembangunan di suatu daerah, penting untuk
memahami dan mengelola peran serta
kepentingan mereka dengan baik. Ini
merupakan konsep dasar dalam manajemen
stakeholder, di mana penting untuk membangun
hubungan yang baik dengan semua pihak yang
terlibat dalam pembangunan guna mencapai
hasil yang diinginkan.

Pendapat yang sama dengan Nugroho juga
disampaikan oleh Budimanta (2008) ia
mengungkapkan bahwa Stakeholder adalah
individu, kelompok atau lembaga yang mungkin
terkena dampak program atau kegiatan
program, baik secara positif maupun negatif,
atau sebaliknya,. Stakeholder ini merupakan
individu,kelompok orang, atau komunitas yang
memiliki hubungan dan kepentingan dalam
suatu organisasi.
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Proses keterlibatan stakeholder dalam
RPJMD adalah pihak-pihak baik secara
kelompok, individual, maupun organisasi yang
mempunyai peran mulai dari perencanaan,
pendampingan,  sosialisasi  yang  bisa
memberikan pemahaman agar stakeholder
menjadi sadar dan paham akan pentingnya
permasalahan yang akan dibahas.

Oleh karena itu, peran stakeholder perlu
diketahui siapa yang memiliki kepentingan atau
peran langsung atau tidak langsung tentang
proyek atau program yang akan dilaksanakan
dan diselenggarakan. Fungsi dan peran masing-
masing pemangku kepentingan harus berjalan
optimal. Dalam sebuah  pembangunan,
komunikasi antar pemangku kepentingan
merupakan hal yang sangat penting untuk
menghasilkan kebijakan dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah adalah
perencanaan yang bertujuan untuk melakukan
perubahan guna memperbaiki pemerintahan
dan lingkungan hidup suatu daerah/wilayah
dengan memanfaatkan atau menggunakan
berbagai sumber daya yang ada secara
menyeluruh, utuh, tetapi tetap sesuai dengan
prinsip skala prioritas.

Pada tahap ini, partisipasi masyarakat
terlibat aktif dalam memberikan gagasan
ataupun usulan dalam Musrenbang. Tetapi
hanya beberapa yang aktif dan kurang
memahami maksud dari tujuan pembangunan
daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian
kualitatif dengan menggunakan  metode
deskriptif, vyaitu jenis penelitian yang
menggambarkan secara sistematis dan akurat
situasi atau kondisi yang adapada masalah yang
akan diteliti yang terjadi sekarang. Dalam
penelitian  ini, peneliti  mendeskripsikan
bagiamana Keterlibatan Stakeholder dalam
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) di Kabupaten
Padang Pariaman. Dengan menggunakan
metode ini, maka peneliti dapat menguraikan
suatu masalah yang akan diteliti secara
mendalam dan menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Formulasi kebijakan dan perencanaan
pembangunan menunjukkan bahwa Kabupaten
Padang Pariaman telah melakukan berbagai
upaya untuk melibatkan stakeholder dalam
proses perumusan rencana pembangunan.

Melibatkan berbagai pihak dalam proses
perencanaan menjadi penting untuk mencapai
kesepakatan ~ yang  komprehensif  dan
mendukung keberhasilan pelaksanaan rencana
pembangunan.

Kehadiran  perwakilan dari  berbagai
stakeholder dalam Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) menunjukkan
adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk
mendengarkan aspirasi dan usulan dari
masyarakat, organisasi perangkat daerah, serta
tokoh adat dan akademisi. Melibatkan berbagai
pihak ini memberikan perspektif yang lebih luas
dan menggambarkan kebutuhan serta tantangan
yang dihadapi masyarakat. Selain itu, adanya
tim ahli dari akademisi atau perguruan tinggi
yang memberikan bimbingan dan
pendampingan dalam proses penyusunan
RPJMD  menunjukkan  komitmen untuk
menyelaraskan rencana pembangunan dengan
pengetahuan dan kajian ilmiah. Kolaborasi
antara pemerintah daerah dan akademisi
membantu  memastikan  bahwa  rencana
pembangunan didasarkan pada analisis yang
mendalam dan sesuai dengan kondisi nyata di
daerah.

Upaya pemerintah daerah untuk
mengundang dan menghimbau partisipasi dari
berbagai tokoh dan organisasi stakeholder
menunjukkan transparansi dan kesediaan untuk
membuka ruang partisipasi bagi semua pihak
yang terkait. Dengan memberikan undangan
dan informasi yang jelas, pemerintah daerah
berusaha agar semua  pihak  yang
berkepentingan dapat terlibat dalam proses
perencanaan.

Penggunaan Bimbingan Teknis (BIMTEK)
dalam  penyusunan RPJMD  membantu
meningkatkan pemahaman dan kapasitas para
stakeholder terkait proses perencanaan. Selain
itu, adanya tim penyusun RPJMD yang terdiri
dari berbagai perangkat daerah dan tokoh
masyarakat menunjukkan kolaborasi dan
sinergi antara berbagai pihak yang terlibat
dalam perencanaan. Tim ini menjadi wadah
bagi berbagai perspektif dan usulan yang
berasal dari berbagai stakeholder.

Kesediaan  pemerintah  daerah  untuk
menyusun rencana pembangunan melalui
Musrenbang merupakan langkah yang tepat
dalam menciptakan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan daerah. Keterlibatan
perwakilan dari berbagai pihak dalam
Musrenbang memberikan kesempatan bagi
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masyarakat  untuk  berkontribusi  dalam

menentukan prioritas pembangunan.

Adanya kepala Bapelitbangda, Bamus, dan
tokoh adat yang menjadi pihak ketiga dalam
pelaksanaan pembangunan RPJMD
menunjukkan pentingnya peran dan pengaruh
dari  aktor-aktor tersebut dalam proses
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di
daerah.

Keterlibatan aktor-aktor ini harus diimbangi
dengan partisipasi  aktif dari  berbagai
stakeholder lainnya agar kebijakan dan rencana
pembangunan mencerminkan kebutuhan dan
aspirasi seluruh masyarakat. Meskipun telah
dilakukan berbagai upaya untuk melibatkan
stakeholder, masih terdapat kendala terkait
dengan keterlibatan aktif dari berbagai pihak.
Kurangnya pemahaman dan antusiasme
terhadap pembangunan daerah menjadi salah
satu faktor penghambat dalam partisipasi aktif
stakeholder (Pariangu, 2020).

Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-
langkah lebih lanjut untuk meningkatkan
kesadaran dan partisipasi aktif dari berbagai
pihak dalam proses perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan daerah. Namun,
terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi
untuk meningkatkan efektivitas partisipasi
stakeholder dalam  penyusunan rencana
pembangunan.

1. Kurangnya keterlibatan aktif dari beberapa
stakeholder dan  perangkat daerah
menandakan bahwa masih diperlukan
upaya lebih lanjut dalam meningkatkan
pemahaman dan kesadaran mereka
terhadap pentingnya partisipasi dalam
perencanaan pembangunan. Pemerintah
daerah perlu lebih  proaktif dalam
memberikan informasi, sosialisasi, dan
mengajak berbagai pihak untuk
berpartisipasi dalam musyawarah
perencanaan pembangunan (Gunawan &
Toni, 2022).

2. Pentingnya memperkuat kapasitas
stakeholder terkait perencanaan agar
mereka memiliki pemahaman yang lebih
mendalam tentang isu-isu pembangunan
dan proses perencanaan. Hal ini dapat
dilakukan melalui penyediaan pelatihan,
workshop, atau forum diskusi yang
melibatkan para ahli dan praktisi di bidang
perencanaan pembangunan (Oldistra &
Machdum, 2020).

3. Pemerintah daerah harus meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas dalam proses

perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan. Informasi terkait rencana
pembangunan, alokasi anggaran, dan hasil
pelaksanaan harus disampaikan secara
terbuka kepada masyarakat dan stakeholder
agar mereka dapat mengawasi dan
mengevaluasi  implementasi  rencana
pembangunan (Hendrawati & Pramudianti,
2020).

4. Partisipasi aktif stakeholder juga dapat
didorong dengan mengakomodasi berbagai
kepentingan dan memastikan bahwa
rencana pembangunan mencakup semua
sektor dan lapisan masyarakat. Perencanaan
pembangunan  yang inklusif ~ dan
berkeadilan akan meningkatkan dukungan
dan legitimasi ~ terhadap  rencana
pembangunan yang dihasilkan (Bihamding,
2019).

5. Pentingnya kolaborasi antara pemerintah
daerah, masyarakat, dan sektor swasta
dalam perencanaan pembangunan juga
harus ditekankan. Pihak swasta memiliki
peran penting dalam pelaksanaan proyek
pembangunan, dan melibatkan mereka
dalam proses perencanaan akan
meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan
pembangunan (Bawor & Masduki Ahmad,
2023).

Tahap-tahap keterlibatan stakeholder adalah
langkah-langkah atau proses yang dirancang
untuk melibatkan berbagai pihak yang memiliki
kepentingan atau dampak dalam suatu proyek,
kebijakan, atau inisiatif. Tahap-tahap ini
membantu memastikan bahwa stakeholder
terlibat secara efektif dalam pengambilan
keputusan dan implementasi suatu program atau
proyek. Berikut adalah tahap-tahap keterlibatan
stakeholder:

Tahap Persiapan

Pada tahap awal, ketika suatu masalah atau
kebutuhan muncul, stakeholder yang terkait
dengan masalah tersebut akan diidentifikasi.
Keterlibatan mereka pada tahap ini dapat berupa
identifikasi masalah, memberikan masukan
awal, atau mendefinisikan prioritas.

Informasi beserta data merupakan unsur
penting dalam perencanaan dan menentukan
kualitas dokumen perencanaan pembangunan
daerah. Oleh karena itu, persiapan RPJMD
memerlukan pengumpulan  data  dan
pengembangan informasi perencanaan yang
akurat, relevan, dan dapat ditafsirkan. Data dan
informasi dikumpulkan sebagai berikut:
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a) Menyusun dan menyampaikan daftar
data/informasi yang diperlukan untuk
penyusunan RPJMD dalam bentuk matriks
(daftar) untuk memudahkan analisis;

b) Mengumpulkan data atau informasi yang
akurat dari sumber yang tersedia
bertanggung jawab;

¢) Menyiapkan tabel atau matriks untuk
menyusun data sesuai kebutuhan analisis.

Data dan informasi yang perlu
dikumpulkan untuk perencanaan
pembangunan daerah;

Mempersiapkan RPJMD, meliputi:

Peraturan perundang-undangan terkait dan
Kebijakan terkait pemerintah.

d) Dokumen: RPJPD Provinsi, RTRW
Provinsi Menyusun RPJMD Provinsi;
RPJPD Kabupaten atau Kota, RTRW
Kabupaten atau Kota, RPJMD Provinsi;
Menyusun RPJMD kabupaten atau kota;
Hasil penilaian RPIMD terkini;

e) Data Statistik 5 tahun terakhir.

Tahap RMJMD

Tahap ini merupakan bagian dari
perencanaan strategis di tingkat daerah atau
pemerintahan lokal. Stakeholder dapat terlibat
dalam menentukan visi, tujuan, dan program-
program yang akan dijalankan dalam RPJMD.
Mereka dapat memberikan masukan, umpan
balik, atau partisipasi dalam proses Musrenbang
(Musyawarah Rencana Pembangunan).
Dokumen RPJMD memiliki pentingnya yang
besar dalam proses pembangunan suatu
wilayah. Sebagai dokumen perencanaan yang
mencakup  visi, misi, dan  program
pembangunan selama periode 5 tahun,
perencanaan ini harus mengikuti panduan yang
terdapat dalam RPJMD, yang memiliki jangka
waktu 20 tahun dan juga digunakan sebagai
acuan untuk perencanaan tahunan dalam
dokumen RKPD.
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
Melalui Musyawarah Daerah, Rancangan
RPJMD, dan Musrenbang merupakan bagian
dari proses perencanaan pembangunan daerah
di tingkat desa atau daerah. Berikut adalah
langkah-langkah dalam proses ini.
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
Melalui Musyawarah Daerah:

a) BPD (Badan Perwakilan Desa)

menyelenggarakan rapat  daerah

berdasarkan laporan hasil pengkajian

keadaan daerah. rapat ini dilaksanakan
diterimanya laporan dari Kepala
Daerah.

b) Musyawarah dilaksanakan dengan
melakukan diskusi antar kelompok

berdasarkan sidang dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah,
pembangunan daerah, dan

pemberdayaan daerah.

¢) BPD membuat berita acara terkait hasil
kesepakatan ~ dalam  musyawarah
daerah. Hasil kesepakatan ini menjadi
acuan bagi pemerintah daerah dalam
menyusun RPJMD.

Penyusunan Rancangan RPJMD:

a) Tim Penyusun dengan menyusun
rancangan RPJMD berdasarkan pada
berita acara hasil  kesepakatan
Musrenbang.

b) Tim Penyusun membuat berita acara
tentang bagaimana hasil penyusunan
rancangan RPJMD vyang dilampiri
dokumen rancangan RPJMD.

¢) Tim Penyusun menyerahkan berita
acara dan rancangan RPJMD kepada
Kepala Daerah.

d) Kepala Daerah memeriksa dokumen
rancangan RPJMD.

e) Dalam hal Kepala Daerah belum
menyetujui rancangan RPJMD, maka
Tim Penyusun RPJMD melakukan
perbaikan berdasarkan arahan Kepala
Daerah.

f) Apabila rancangan RPJMD telah
disetujui  oleh  Kepala Daerah,
dilanjutkan dengan kegiatan
musrenbang.

Penyusunan Rencana Pembangunan Melalui
Musrenbang:
a) Kepala Daerah menyelenggarakan

musrenbang (Musyawarah
Perencanaan Pembangunan) di tingkat
daerah.

b) Kepala Daerah membuat berita acara
tentang hasil kesepakatan yang dicapai
selama musrenbang.

Dalam keseluruhan proses ini, melalui
musyawarah desa (Musrenbang) sangat penting
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untuk memastikan bahwa rencana
pembangunan daerah mencerminkan kebutuhan
dan aspirasi Stakeholder.

Tahap Perencanaan

Pada tahap ini, stakeholder dapat terlibat
dalam penyusunan rencana atau program-
program yang lebih rinci berdasarkan RPIJMD.
Mereka dapat memberikan masukan lebih
lanjut, mempengaruhi prioritas, dan
berpartisipasi dalam perancangan program yang
akan dijalankan. Perencanaan yang matang dan
profesional merupakan langkah awal yang
sangat penting dalam memastikan
pembangunan daerah berjalan dengan baik,
sinergis, dan terarah. Dengan melakukan
perencanaan yang menyeluruh, terarah, dan
terpadu, kita dapat mengoptimalkan sumber
daya yang ada dan mengidentifikasi prioritas
yang tepat untuk mencapai  tujuan
pembangunan yang diinginkan.Melibatkan
berbagai pihak merupakan kunci dalam proses
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
daerah termasuk juga pada sector swasta,
pemerintah dan organisasi non pemerintah.
Setiap  Stakeholder memiliki peran dan
kontribusi yang berbeda-beda, dan kolaborasi
mereka dapat memastikan bahwa pembangunan
daerah dilakukan dengan lebih efektif dan
berkelanjutan.

Kolaborasi yang kuat antara berbagai
pemangku kepentingan akan memungkinkan
adanya sinergi dan optimalisasi sumber daya
untuk mencapai tujuan bersam. Selain itu,
mempertimbangkan aspek materiil dan spiritual
dalam pembangunan daerah adalah hal yang
sangat penting. (Silomba et al., 2021).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) adalah sebuah forum yang
bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi dan
konsultasi antara berbagai stakeholder yang
mewakili  masyarakat setempat.  Tujuan
utamanya adalah untuk menyusun dan
menyepakati usulan program pembangunan
yang akan dilaksanakan di tingkat daerah.
Proses Musrenbang seharusnya transparan. Ini
penting untuk memastikan akuntabilitas dalam
pelaksanaan program pembangunan dan untuk
memantau perkembangan serta hasil dari
program-program tersebut.

Berikut ini beberapa poin penting terkait

Musrenbang di daerah:

a) Forum Komunikasi Stakeholder:
Musrenbang berfungsi sebagai wadah di
mana  berbagai  stakeholder  dapat
berkomunikasi, berdiskusi, dan
berpartisipasi dalam merumuskan rencana
pembangunan desa/kelurahan. Stakeholder
ini dapat berupa kelompok masyarakat,
organisasi sosial, dan individu yang
memiliki kepentingan dalam pembangunan
wilayah tersebut.

b) Usulan Program Pembangunan: Hasil
musyawarah dan kesepakatan dalam
Musrenbang akan menjadi dasar untuk
merumuskan usulan program pembangunan
di tingkat desa atau kelurahan. Program-
program ini mencakup berbagai aspek,
seperti infrastruktur, kesejahteraan sosial,
ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain
sebagainya.

c) Partisipasi Aktif: Musrenbang menekankan
pentingnya partisipasi aktif dari semua
stakeholder ~ yang  terlibat  dengan
memberikan kesempatan menyampaikan
pandangan dan aspirasi mereka dalam
proses perencanaan pembangunan.

d) Pengambilan Keputusan Bersama:
Musrenbang bertujuan untuk mencapai
konsensus antara semua stakeholder yang
terlibat dalam menentukan prioritas dan
alokasi sumber daya untuk program
pembangunan. Hal ini menghindari konflik
dan memastikan keputusan yang diambil
adalah hasil dari kesepakatan bersama.

Tahap Implementasi dan Pemantauan
Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur kerja
adalah sebuah tolak ukur efisiensi sebuah
organisasi, terutama dalam hal kemampuan
mereka untuk beroperasi secara optimal dengan
dukungan yang memadai dari fasilitas dan
infrastruktur. Untuk sarana dan prasarana
sendiri terkait Program Gapura Mantap,
stakeholder terkait hanya menjalankan tugas
sesuai pedoman yang telah diterbitkan.Mereka
hanya menyediakan bahan material untuk
pembangunan rumah, selebihnya itu diserahkan
sepenuhnya kepada masyarakat tersebut baik
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dari upah pekerja  sampai proses
pembangunannya.

Dalam artian, untuk sarana dan prasarana
memang tidak sediakan oleh Tim Koordinasi
Gapura Mantap. Mereka hanya bertindak
sebagai bagian pendataan hingga pengawasan
saja untuk memastikan pelaksanaan program
tersebut berjalan dengan baik.

Setelah perencanaan selesai, stakeholder
dapat terlibat dalam implementasi program dan
pemantauan hasilnya. Ini bisa mencakup kerja
sama dalam pelaksanaan proyek, memberikan
umpan balik tentang perkembangan, dan
mendiskusikan perubahan atau penyesuaian
yang mungkin diperlukan.

Keterlibatan stakeholder pada setiap tahap
ini bisa beragam, mulai dari memberikan
masukan, berpartisipasi dalam pertemuan dan
konsultasi, hingga menjadi mitra aktif dalam
pelaksanaan proyek. Pelaksanaan program
pembangunan daerah yang  melibatkan
masyarakat merupakan langkah penting dalam
mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan
dan partisipatif.

Tokoh atau pemangku kepentingan dalam
proses perencanaan dan pelaksanaan program
pembangunan daerah merupakan langkah
penting dalam memastikan partisipasi aktif dari
berbagai pihak vyang terlibat  dalam
pembangunan.Dengan  melibatkan  mereka
dalam musrembang (musyawarah perencanaan
pembangunan), pemerintah dapat
mendengarkan berbagai pandangan dan aspirasi
yang akan menjadi pengguna akhir dari
program pembangunan tersebut. Hal ini juga
dapat membantu memastikan bahwa program
yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan
dan harapan daerah setempat. Selain itu,
melibatkan warga masyarakat dalam kegiatan
pelaksanaan atau pengerjaan program juga
merupakan cara efektif untuk membangun rasa
memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap
hasil dari program pembangunan tersebut.
Gotong royong dan kontribusi dana atau tenaga
kerja dari masyarakat sendiri merupakan bentuk
nyata dari partisipasi aktif dalam pembangunan
daerah.

Keterlibatan aktor-aktor ini harus diimbangi
dengan  partisipasi  aktif dari  berbagai
stakeholder lainnya agar kebijakan dan rencana
pembangunan mencerminkan kebutuhan dan

aspirasi seluruh Stakeholder. Meskipun telah
dilakukan berbagai upaya untuk melibatkan
stakeholder, masih terdapat kendala terkait
dengan keterlibatan aktif dari berbagai pihak.
Kurangnya pemahaman dan antusiasme
terhadap pembangunan daerah menjadi salah
satu faktor penghambat dalam partisipasi aktif
stakeholder.

Jadi, upaya pemerintah daerah Kabupaten
Padang Pariaman untuk melibatkan berbagai
stakeholder dalam perencanaan pembangunan
merupakan langkah positif yang perlu
diapresiasi.  Namun, tantangan  dalam
meningkatkan partisipasi aktif dari berbagai
pihak juga harus diatasi untuk mencapai
rencana pembangunan yang lebih inklusif,
berkeadilan, dan berdaya guna. Dengan
memperkuat keterlibatan dan kolaborasi dengan
berbagai stakeholder, diharapkan rencana
pembangunan Kabupaten Padang Pariaman
dapat lebih responsif terhadap kebutuhan
masyarakat dan mendukung pembangunan
yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi
seluruh lapisan masyarakat.

PENUTUP

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa
Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan
berbagai upaya yang positif untuk melibatkan
stakeholder dalam proses formulasi kebijakan
dan perencanaan pembangunan. Kehadiran
perwakilan dari berbagai stakeholder dalam
Musyawarah ~ Perencanaan ~ Pembangunan
(Musrenbang) menandakan adanya komitmen
dari pemerintah daerah untuk mendengarkan
aspirasi dan usulan dari masyarakat, organisasi
perangkat daerah, tokoh adat, dan akademisi.
Dengan melibatkan berbagai pihak ini, proses
perencanaan menjadi lebih inklusif dan dapat
mencerminkan kebutuhan serta tantangan yang
dihadapi oleh masyarakat.

Tim ahli dari akademisi atau perguruan
tinggi yang memberikan bimbingan dan
pendampingan dalam penyusunan RPJMD juga
menunjukkan komitmen untuk menyelaraskan
rencana pembangunan dengan pengetahuan dan
kajian ilmiah. Hal ini memberikan dasar yang
lebih kuat bagi rencana pembangunan dan
memastikan bahwa kebijakan yang diambil
didukung oleh analisis yang mendalam dan
sesuai dengan kondisi riil di daerah. Selain itu,
upaya pemerintah daerah dalam mengundang
dan menghimbau partisipasi dari berbagai tokoh
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dan organisasi stakeholder menunjukkan
transparansi dan kesediaan untuk membuka
ruang partisipasi bagi semua pihak yang
terlibat. Ini merupakan langkah positif untuk
memastikan bahwa rencana pembangunan
mencerminkan  aspirasi  dan  kebutuhan
masyarakat.
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